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ABSTRAK 

 

 

KERJA SAMA DIVHUBINTER POLRI-INTERPOL-AFP DALAM 

ESKTRADISI SAMUEL PEKKA JUHANI KUPPO 

 

Oleh 

 

PUTRANDA SATRIA 

 

 

 

 Ekstradisi merupakan sebuah cara bagi suatu negara untuk memulangkan 

seorang yang berada di luar batas yuridiksinya karena melakukan sebuah 

pelanggaran hukum. Dalam implementasi sebuah ekstradisi tidak jarang ditemukan 

sebuah dinamika yang mengakibatkan rusaknya hubungan antara kedua negara. 

Seperti pada kasus gagalnya ekstradisi Duo Bali nine yang menyebabkan retaknya 

hubungan Indonesia dan Australia. Di tengah rusaknya hubungan kedua negara 

kerja sama ekstradisi permintaan ekstradisi kembali dilakukan melalui Australia 

federal Police (AFP). Adanya permintaan ekstradisi Samuel Kuppo dinilai sebagai 

sebuah cara untuk memperbaiki kerja sama yang telah rusak karena tidak berjalan 

baiknya proses ekstradisi terdahulu. 

 Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama internasional dan 

intergovernmental organization guna menganalisis kerja sama ekstradisi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe 

deskriptif. Fokus penelitian ini ada pada ekstradisi Samuel Kuppo di tengah 

gagalnya ekstradisi duo bali nine. Data utama dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari sumber vademikum Divhubinter Polri. Data yang 

diperoleh kemudian digolongkan dengan teknik reduksi data. 

 Hasil dari penelitian ini adalah kerja sama antara anggota Interpol Indonesia 

Divhubinter Polri dan Interpol Australia AFP dalam penanganan kasus ekstradisi 

kejahatan seksual Samuel Kuppo dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: 1) Pra ekstradisi, 

2) Proses ekstradisi, 3) Pelaksanaan ekstradisi. Impelementasi dari kerja sama 

ekstradisi yang digagas oleh AFP pun di eksekusi dengan baik oleh Divhubinter 

Polri dengan berhasil memulangkanya kembali ke Australia tanpa adanya masalah 
dan pengaruh kegagalan ekstradisi sebelumnya. 

Kata Kunci: kerja sama internasional, ekstradisi, Interpol 



 

 

ABSTRACT 

 

 

COOPERATION DIVHUBINTER POLRI-INTERPOL-AFP IN THE 

EXTRADITION OF SAMUEL PEKKA JUHANI KUPPO 

 

By 

 

PUTRANDA SATRIA 

 

 

 

Extradition is a way for a country to repatriate a person who is outside its 

jurisdiction for committing a violation of the law. In the implementation of an 

extradition, it is not uncommon to find a dynamic that results in the damage to 

relations between the two countries. As in the case of the failed extradition of the 

“Duo Bali Nine” which caused a fracture in relations between Indonesia and 

Australia. In the midst of the deterioration of relations between the two countries, 

extradition cooperation was again made through the Australia Federal Police 

(AFP). The extradition request of Samuel Kuppo is considered a way to repair 

cooperation that has been damaged because the previous extradition process did 

not go well. This research uses the concepts of international cooperation, 

intergovernmental organization to analysis extradition cooperation. The research 

method used is a qualitative research method with a descriptive type. The focus of 

this research is on the extradition of Samuel Kuppo in the midst of the failure of the 

extradition of the Bali Nine duo. The main data in this study is secondary data that 

is archived from vademikum Divhubinter Polri. The data obtained is then classified 

with data reduction techniques. The result of this study is that the collaboration 

between members of Interpol Indonesia Divhubinter Polri and Interpol Australia 

AFP in handling the extradition case of Samuel Kuppo's sexual crimes is carried 

out through 3 stages, namely: 1) Pre-extradition, 2) Extradition process, 3) 

Extradition implementation. The implementation of the extradition cooperation 

initiated by AFP was also well executed by the National Police Directorate by 

successfully returning him to Australia without any problems and the influence of 

previous extradition failures 

Key words: international cooperation, extradition, Interpol 
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MOTTO 

 

"There is nothing more deceptive than an obvious fact." 

 

Sherlock Holmes 

 

 

"There is always a motive behind every action, no matter how small 

or big." 

 

Conan Edogawa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk hasil dari usaha, tanggung jawab 

dan rasa terima kasih untuk: 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan, 

kelancaran, dan ketabahan dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini. Dengan 

izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kelancaran 

dan meraih hasil yang memuaskan. 

Kedua orang tuaku, 

Bapak Agoes dan Ibu Shinta 

Tulisan ini merupakan ungkapan terimakasih yang mungkin tidak pernah cukup 

untuk membalas limpahan kasih sayang dari kedua orang tua yang selalu 

mendoakan. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari lantunan doa, usaha keras, 

dan semangat. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena dilahirkan dari 

orangtua yang hebat seperti Bapak dan Ibu. 

Kedua saudaraku dan segenap keluarga besar yang selalu mendukung. 

Diri Sendiri, 

karena telah menjaga harapan dan cita-cita dengan tidak menyerah, bahkan di 

saat-saat sulit demi masa depan yang sedangku perjuangkan. 

 

 



 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Puji Syukur tak hentinya saya ucapkan kepada Allah SWT karena berkah dan 

karunia-Nya penelitian dengan judul Kerja Sama Divhubinter Polri-Interpol-AFP 

dalam Ekstradisi Samuel Pekka Juhani Kuppo ini dapat diselesaikan, sebagai syarat 

untuk dapat meraih gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam 

memberikan doa, dukungan, dan bantuan kepada penulis, yaitu: 

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

atas segala karunia dalam hidup serta Nabi Muhammad SAW sebagai utusan 

Allah SWT. 

2. Prof. Dr. Ir. Lusmeiila Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas 

Lampung. 

3. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

4. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan 

Hubungan Internasional Universitas Lampung. 

5. Bapak Iwan Sulistyo S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas 

segala kesediaan, kesabaran, dan keikhlasannya dalam memberikan 

bimbingan dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan hingga saat ini. 

6. Bapak Roby Rakhamadi S.Sos., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Pembantu 

Skripsi dalam membantu memberikan kritik, saran, dan nasihat kepada 

penulis selama pengerjaan skripsi ini. 

7. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Doesn Pembimbing Akademik dan 

Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan banyak bantuan, motivasi, dan 

juga saran yang membangun agar skripsi penulis dapat lebih baik lagi. 

8. Seluruh jajaran Dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung beserta 

Staff Jurusan yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat. 



 

 

 

 

9. Untuk kedua orang tuaku, papa dan mama yang selalu memberikan semangat 

dan bekerja keras untuk selalu memenuhi segala kebutuhan penulis, terima 

kasih telah menjadi sumber inspirasi dalam hidup penulis. Kalian adalah 

alasan penulis bertahan dan terus melangkah dalam proses penyelesaian 

skripsi ini, terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat, yang selalu 

percaya dan mendukung penulis di setiap langkah perjalanan hidup ini. 

Keyakinan kalian bahwa penulis mampu mencapai impian telah memberi 

semangat yang tiada henti. Penulis merasa sangat beruntung memiliki orang 

tua seperti kalian. Jika ada kehidupan selanjutnya, penulis akan tetap memilih 

untuk menjadi anak kalian. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang 

yang telah kalian berikan. 

10. Teman- teman seperjuangan: Zizi Fransisco, Dede Muhammad, Shindi 

Philadelpia, Dimas Reza Pratama, Yatri Indah Fiona, Nadya Aulia. 

Terimakasih telah menjadi teman terbaik dari awal hingga akhir dalam 

mendukung penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan. 

11. Teman Liberal: Ailsa Arrafiani Yasa, Aqila Baity Jannaty, Hemastia Kirana, 

Putri Tasya Maharani, Qoonitah Salma Putri W., Safaana Salwa Salsabilla, 

Shaqilla Vianta, Siti Zachara, Heza Oga, Arief Surya, Rehan Wahyu, Waston 

Kurnia, Fabio Agus. Terimakasih telah mengisi warna dalam kehidupan 

perkuliahan penulis 

 

 

 

 

 



 

i 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... i 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iii 

DAFTAR TABEL................................................................................................. iv 

DAFTAR SINGKATAN ....................................................................................... v 

I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1 

1.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................ 6 

1.3 Rumusan Masalah ..................................................................................... 9 

1.4 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 9 

1.5 Manfaat Penelitian .................................................................................... 9 

II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................ 11 

2.1 Landasan Konseptual ............................................................................. 11 

2.2.1 Kerja Sama Internasional ................................................................. 11 

2.2.2 Intergovermental Organization ........................................................ 15 

2.2 Kerangka Pemikiran ............................................................................... 18 

III. METODE PENELITIAN ............................................................................. 20 

3.1 Jenis Penelitian ........................................................................................ 20 

3.2 Fokus Penelitian ...................................................................................... 22 

3.3 Jenis dan Sumber Data ........................................................................... 22 

3.4 Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 23 

3.5 Level dan Unit Analisis Penelitian ......................................................... 23 

3.6 Teknik Analisis data ............................................................................... 23 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ..................................................................... 25 

4.1 Ekstradisi Samuel Pekka Juhani Kuppo .............................................. 25 

4.1.1 Gambaran Umum Interpol ............................................................... 25 

4.1.2 Hasil Ekstradisi Samuel Pekka Juhani Kuppo ................................. 39 

4.1.3 Tantangan dan Hambatan dalam Ekstradisi ..................................... 49 

4.1.4 Pengaruh Perjanjian Ekstradisi Terhadap Hubungan Indonesia dan 

Australia ........................................................................................... 51 

4.2 Identifikasi Peran Dari NCB Intepol AFP dan Divhubinter Polri dalam 

Sebuah Kerja Sama................................................................................. 54 

4.2.1 Interpol Sebagai Penegakan Aturan ................................................. 54 

4.2.2 Interpol Sebagai Penyelesaian Konflik dan Permasalahan .............. 56 



 

 

 

 

4.2.3 Interpol Sebagai Penyedia Barang Kolektif ..................................... 57 

4.2.4 Interpol Sebagai Penyedia dan Penyaluran Informasi ..................... 58 

4.3 Dinamika Hubungan Negara dalam Kerja Sama Ekstradisi Samuel 

Kuppo ....................................................................................................... 58 

4.3.1 Kerusakan Hubungan Indonesia dan Australia ................................ 58 

4.3.2 Strategi Australia Dalam Mengembalikan Hubungan Dengan 

Indonesia .......................................................................................... 60 

4.3.3 Penerapan Analogi Chiken Game dalam Hubungan Indonesia 

Australia ........................................................................................... 61 

V. SIMPULAN DAN SARAN ........................................................................... 69 

5.1 Kesimpulan .............................................................................................. 69 

5.2 Saran......................................................................................................... 71 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 73 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 81 

 



 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Gambar Halaman 

 1. Pemetaan Hasil Analisis VOSviewer ................................................................. 7 

 2. Kerangka Pemikiran ......................................................................................... 19 

 3. Teknologi Divhubinter Polri ............................................................................ 29 

 4. Pertemuan Divhubinter Polri dan PNP ............................................................ 34 

 5. Kegiatan Pembahasan perjanjian teknis Divhubinter Polri dan PNTL ............ 34 

 6. Pertemuan AFP dan Divhubinter Polri pad SOM ke-4 .................................... 35 

 7. Kepala Kepolisian pada Konfrensi ASEANPOL ke 32 ................................... 36 

 8. Pejabat Setingkat Mentri ASEAN pada pertemuan AMMTC ......................... 37 

 9. Alur Kordinasi Ekstradisi di Indonesia ............................................................ 43 

 10. Penangkapan Samuel Kuppo oleh Pihak Berwenang .................................... 48 

 



 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Tabel Halaman 

1. Level dan Unit Analisis Penelitian .................................................................... 23 

 



 

 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

 

 

 

ACCORD : ASEAN and China Cooperative Operations in 

Response to Dangerous Drugs 

AFIS : Automatic Fingerprint Identification System 

AFP : Australia Federal Police 

AMMTC : Asean Ministerial Meeting On Transnational 

Crime 

ARF : ASEAN Regional Forum 

BAGJATINTER : Bagian Kejahatan Internasional 

BAGKUMINTER : Bagian Hukum Internasional 

DIVHUBINTER : Divisi Hubungan Internasional 

DK-PBB : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

ICPC : International Criminal Police Commission 

ICPO : International Criminal Police Organization 

IGO : Intergovermental Organization 

INTERPOL : International Criminal Police Organization 

KEMENKUMHAM : Kementrian Hukum dan HAM  

KEMENLU : Kementrian Luar Negeri 

MOP : Manajemen Operasional Polri 

NCB : National Central Bureau 

PBB : Perserikatan Bangsa Bangsa 

SLTD : Stolen/Lost Travel Document 

SMV : Stolen Motor Vehicle 

SOMTC : Senior Officials Meeting on Transnational Crime   

UN : United Nation 

UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime 

 



 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

Penelitian ini mendeskripsikan kerja sama antara Divisi Hubungan Internasional 

dan Australia Federal Police melalui Interpol. Adanya penelitian ini dilandasi dari 

beberapa keganjilan yang ditemukan dalam adanya inisiasi kerja sama ekstradisi 

antarkepolisian nasional, oleh karena itu penelitian ini layak dan penting untuk 

dibedah berdasarkan justifikasi empiris. Maka dalam latar belakang penelitian ini, 

peneliti memaparkan sejarah singkat lahirnya Interpol dan kasus yang menjadi latar 

belakang adanya kerja sama. Selain itu dalam bab ini juga, peneliti menyertakan 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian guna menjadi dasar bagi pembaca dalam 

memahami seluruh penelitian. 

1.1 Latar Belakang  

Kejahatan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan 

mengenyampingkan nilai-nilai atau hukum yang ada di suatu wilayah. 

Kejahatan sendiri memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan berevolusi 

dengan puncaknya pada tahun 1990 (Reichel & Albanese, 2014). Pada era 

tersebut kejahatan mulai memasuki fase kompleks, yang mana perkembangan 

arus globalisasi mulai terbentuk dan memungkinkan kejahatan lintas batas 

beroperasi, sejak saat itu muncul sebuah isu global yang berfokus pada 

kejahatan modern atau disebut kejahatan lintas batas (Reichel & Albanese, 

2014). Menurut definisi dari Mitchel P. Roth kejahatan lintas batas merujuk 

pada sebuah tindakan kejahatan yang mengancam keamanan global (Reichel & 

Albanese, 2014). Terdapat beberapa jenis ancaman dari kejahatan lintas batas 

seperti perdagangan manusia, perdagangan barang palsu, perdagangan senjata, 

terorisme, kejahatan siber, dan lain-lain (Jensen et al., 2013). Peningkatan 

kejahatan lintas batas tentu saja akan mempengaruhi keamanan nasional suatu 

negara, khususnya pada ada era-90 dimana negara-negara belum memiliki 
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kesiapan dalam penangananya, baik itu dalam aspek hukum yuridis maupun 

badan yang bertanggung jawab (POLRI, 2012). Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) sendiri selaku badan yang menaungi negara-negara sepakat untuk 

berfokus dalam memberikan payung hukum untuk isu ini, dan hasilnya 

International Criminal Police Organization1 (INTERPOL) disahkan sebagai 

organisasi inter-pemerintahan oleh PBB pada 1971 sebagai wadah pusat kerja 

sama (POLRI, 2012).  

Interpol merupakan sebuah organisasi internasional pemerintah yang 

berisikan badan keamanan negara yang bertujuan sebagai penyedia kerja sama 

antar kepolisian negara di seluruh dunia melalui perwakilan NCB (National 

Central Bureau) yang ada di seluruh dunia. Bentuk kerja sama yang disediakan 

oleh Interpol terdiri dari beberapa program yaitu (INTERPOL, 2023);  

1. Interpol Connects 

Koneksi Interpol bertujuan untuk menghubungkan seluruh penegak 

hukum kepolisian di seluruh dunia dengan menyediakan mandat dan 

infrastruktur teknologi guna mengordinasi jaringan kepolisian. 

2. Interpol Empower 

Pemberdayaan lembaga penegak hukum dengan tujuan memberikan 

ilmu, kecakapan, dan alat berupa teknologi guna menunjang 

keefesiensian untuk bersaing dengan peningkatan kejahatan. 

3. Interpol Alert 

Peringatan Interpol bertujuan untuk memberika peringatan berupa data 

kriminal kepada para penegak hukum sehingga penyebaran informasi 

dan peringatan bisa tersebar ke seluruh dunia dan menghambat laju 

kejahatan. 

 

 

 

 
1Interpol merupakan organisasi kepolisian internasional yang sudah ada sejak 1914 dengan 

sebutan International Criminal Police Organization (ICPO), akan tetapi terdapat batasan dan 

berbagai kekurangan dalam ICPO seperti jumlah anggota yang masih sedikit dan situasi panas 

politik pada saat itu yang masih beriringan dengan perang dunia. Oleh karena itu pada awal 

dibentuknya ICPO belum efektif karena jangkauan yang dimiliki oleh badan ini masih didominasi 

oleh negara besar yang turut pada perang dunia. 
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4. Interpol Innovate 

Inovasi Interpol bertujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi 

dan guna mengimbangi kondisi dunia internasional yang dinamis  

Kedelapan program bantuan yang difasilitasi oleh Interpol tentu saja 

membantu kinerja kepolisian nasional atau NCB dalam pemberantasan 

kejahatan lintas batas tanpa adanya hambatan (INTERPOL, 2023). Akan tetapi 

dalam proses kerja sama penanganan kejahatan seringkali terkendala batas 

yuridis yang harus dihormati menjadi kendala bagi para penegak hukum 

sehingga tidak dimungkinkanya para penegak hukum bisa masuk ke wilayah 

suatu negara dengan bebas (Rembet et al., 2022). Oleh sebab itu dibuatlah 

hukum internasional yang menjadi landasan dan asas bagi negara serta para 

penegak hukum seperti AFP dan Divhubinter Polri dalam memerangi kejahatan 

internasional yaitu perjanjian ekstradisi, yang merupakan sebuah payung 

hukum yang disediakan oleh masing-masing negara dengan tujuan 

mempermudah pemulangan seseorang dan menyelaraskan sistem hukum kedua 

negara. Dengan adanya peranjian ekstradisi membuat seseorang yang 

melakukan kejahatan di suatu wilayah negara dapat di adili sesuai yuridiksi 

tanpa adanya hambatan dam rintangan (Rembet et al., 2022). Indonesia dan 

Australia sendiri selaku negara yang berdekatan secara geografis memiliki 

perjanjian ekstradisi yang disahkan pada tahun 1994 oleh presiden Soeharto 

dengan tujuan mempererat kerja sama di bidang penegakan hukum (Mahkamah 

Konstitusi, 1994). Hasil dari adanya perjanjian ekstradisi tentu saja membawa 

dampak yang baik khususnya pada wilayah Asia-Pasifik yang menjadi salah 

satu jalur transit dari pelaku kejahatan dengan Indonesia dan Australia yang 

tercatat intens melakukan kerja sama ekstradisi sebanyak 7 kali terhitung sejak 

1998-2011(POLRI, 2012).  

Sebuah ekstradisi dilakukan atas dasar perjanjian antara dua negara oleh 

karena itu didalamnya sudah terdapat asas, peraturan dan kepentingan bersama 

yang harus dipatuhi oleh suatu negara guna menciptakan keselarasan hukum 

jika akan melakukan proses ekstradisi (Rembet et al., 2022). Akan tetapi dalam 

praktik yang terjadi di lapangan proses penerapan, kepatuhan, dan kesakralan 

dari hukum internasional ekstradisi itu masih belum bisa diamanatkan dengan 



4 

 

 

 

baik oleh negara dan masih bergantung pada posisi serta kekuatan negosiasi dari 

suatu negara (Waryenti, 2012). Meskipun Indonesia dan Ausralia memiliki 

reputasi baik dalam urusan ekstradisi karena intensnya kerja sama yang 

dilakukan (POLRI, 2012), akan tetapi pada 2015 hubungan Indonesia dan 

Australia mengalami dinamika hingga timbul ancaman di sektor ekonomi dan 

pariwisata negara Indonesia2 (Hasibuan, 2015). Dinamika tersebut timbul pasca 

gagalnya ekstradisi dan eksekusi tersangka narkotika warga Australia Andrew 

Chan dan Myuran Sukumaran karena pihak Indonesia menolak adanya 

ekstradisi (Kandi, 2015). Bahkan Australia melalui Perdana Mentri Tony 

Abbott akan menarik dubesnya dari Indonesia (Humas, 2015). 

Pada hakikatnya adanya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Australia 

sudah menjadi tanda bahwa segala sesuatu yang menyangkut kepentingan 

bersama sudah dituangkan dalam asas ekstradisi itu sendiri sehingga diharapkan 

tidak terjadi ketegangan politik antara kedua negara (Rembet et al., 2022). 

Kepentingan negara yang memiliki perjanjian ekstradisi didasari atas beberapa 

asas yang menjadi kesepakatan politik di antara lain sebagai berikut (Rembet et 

al., 2022): 

1. Asas omnia praesumuntur rite esseacta yaitu sebuah ekstradisi bisa 

terjadi karena adanya kesepemahan interpretasi hukum antara negara 

satu dan negara lainya  

2. Asas resprositas yaitu hukum timbal balik yang berarti jika suatu negara 

menerima untuk melakukan ekstradisi maka negara lain juga harus 

melakukan tindakan yang sama 

3. Asas double criminality yaitu adanya kesamaan hukum antara negara 

pemohon dan negara penerima 

4. Asas non extradition nation yaitu asas yang memperbolehkan untuk 

menolak mengekstradisi warga negara sendiri 

5. Asas wilayah yaitu ketika kejahatan berada di wilayah yuridiksi negara 

penerima maka berhak untuk menolak esktradisi 

 
 2 Pasca gagalnya ekstradisi dan eksekusi duo bali nine muncul ancaman brusarrrroikot pada 

sektor pariwisata Australia ke Bali oleh Perdana Mentri Australia yaitu Tony Abbott  



5 

 

 

 

Akan tetapi pada implementasinya berbeda terdapat gesekan kepentingan 

dan tidak adanya kesepakatan hukum yang tidak mengindahkan suatu 

perjanjian ekstradisi antara kedua negara seperti yang terjadi pada kasus “duo 

bali nine” (Kandi, 2015). Pihak Indonesia sendiri sudah menerapkan perjanjian 

ekstradisi dan tidak melanggar asas dan satu pasal pun dalam peraturan undang-

undang ekstradisi tahun 1979 yaitu pada pasal 8 yang berbunyi “jika kejahatan 

yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah negara 

Republik Indonesia permintaan ekstradisi dapat ditolak dan juga pada pasal 10 

yang berbunyi “apabila pelaku telah melaksanakan putusan pengadilan di 

Indonesia untuk kejahatan yang sama (non bis in idem) ekstradisi berhak 

ditolak” (DPR RI, 1979). Dalam kasus ini Australia tidak menaati hukum 

yuridiksi dari negara Indonesia yang sebagai mana sudah di atur dalam UU No 

1 Tahun 1979 tentang ekstradisi di mana negara peminta wajib untuk tunduk di 

bawah hukum negara pelaku berada (Rengga, 2023). Di sisi lain Australia 

pernah melanggar asas ekstradisi yaitu non extradition nation dengan 

mengesktradisi warga negaranya ke Indonesia pada kasus Peter Dundas ke 

Indonesia (Waryenti, 2012). Adanya penolakan seperti ini tentu saja akan 

mempengaruhi hubungan kedua negara karena adanya prinsip timbal balik, hal 

ini tentu saja berisiko membuat rusaknya hubungan bilateral bahkan hingga bisa 

megagalkan perjanjian ekstradisi antar kedua negara (Waryenti, 2012). 

Beriringan dengan hal tersebut pada tanggal 6 Maret 2015 Divhubinter 

Polri menerima surat yang berisi peradilan Australia telah mengeluarkan surat 

pernyataan bersalah dan penangkapan terhadap pelaku bernama Samuel Pekka 

Juhani Kuuppo atas tindakan kejahatan penetrasi seksual terhadap tunanganya 

yang bernama Kirsti Maria Tiinanen. Kuppo diduga melanggar beberapa pasal 

dari Australian Criminal Code Act 1913. Adapun beberapa pasal yang dilanggar 

oleh Kuppo sebagai berikut (WAL, 1913); 

1) Satu tindak pidana mencoba melakukan penetrasi seksual tanpa persetujuan 

melanggar pasal 362 dan 552 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun 

penjara  

2) Dua tindakan melakukan penetrasi seksual tanpa persetujuan melanggar 

pasal 326 dengan ancaman hukuman 20 tahun  penjara 
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3) Satu tindak pidana penyerangan yang membahayakan tubuh melanggar 

pasal 317 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara 

 

Setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa pelaku atas kode Kuppo 

melakukan perjalan ke Bali, Indonesia. Australia Federal Police (AFP) yang 

mengetahui hal tersebut kemudian mengirimkan surat ke Divisi Hubungan 

Internasional kepolisian Indonesia dengan permintaan pencarian, penahanan, 

dan ekstradisi terhadap pelaku.  

Penelitian ini menjadi penting dan layak untuk dibahas oleh peneliti 

karena beberapa gap. Pertama idealnya ketika suatu negara sudah memiliki 

sebuah perjanjian ekstradisi membuat proses ekstradisi akan berjalan lancar 

karena ada keselarasan sistem hukum antara Indonesia dan Australia, 

faktualnya ketidaksepakatan dalam pandangan sistem hukum dan kekuatan dari 

negosiasi negara menjadi hambatan proses ekstradisi. Kedua idealnya ketika 

suatu negara sudah meratifikasi hukum ekstradisi ke dalam peraturan perundan-

undangnya menandakan bahwa adanya kesepahaman atas kepentingan 

bersama, faktualnya belum ada kepatuhan atas hukum ekstradisi akibat 

kepentingan nasional yang akibatnya dapat mempengaruhi sebuah kerja sama 

ekstradisi. 

1.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasari pada penelitian sebelumnya yang mana digunakan 

peneliti sebagai pondasi penelitian. Peneliti terdahulu yang membahas tentang 

kerja sama antara Divhubinter Polri dan Australia Federal Police melalui 

Interpol dalam proses ekstradisi belum cukup banyak dilakukan. Di sisi lain 

adanya penelitian terdahulu yang bersingungan dengan topik yang diteliti 

memiliki kesinambungan dengan penelitian lain seperti analisis tentang kerja 

sama Interpol (Manulus, 2019), (Driza, 2013); peran Interpol dalam ekstradisi 

(Amanda et al., 2021); posisi Interpol di internasional (Boer & Boer, 2013); 

implementasi ekstradisi dalam kerja sama (Maringka, 2017), (Fitria, 2021), 

(Panggabean et al., 2022), (Calcara, 2019), (McKenzie, 2019).  
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Untuk mendukung pertanyaan peneliti terkait kebaruan dari penelitian, 

penulis menggunakan alat olah data Bibliometrik dengan aplikasi yang 

mendukung yaitu Vosviewer dan Publish or Perish. Metode Bibliometrik 

sendiri merupakan jenis analisa yang didasarkan pada identifikasi dari 

sekumpulan literatur (Ellegaard & Wallin, 2015). Dalam proses pemetaan 

peneliti menggunakan kata kunci INTERPOL, cooperation, ekstradition, 

Indonesia, Australia. Dari kata kunci tersebut ditemukanlah belum banyak 

penelitian yang membahas kerja sama antar kepolisian nasional. 

 

Gambar 1. Pemetaan Hasil Analisis VOSviewer 

Sumber: Analisis Penulis, 2023 

 

Penelitian pertama dilakukan oleh Michael McKenzie (McKenzie, 2019). 

Untuk menggambarkan peningkatan kerja sama dalam menangani kasus 

kejahatan transnasional, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Data sekunder bersumber dari dokumen, website, dan literatur yang relevan 

digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan konsep sekuritisasi 

yang menyatakan adanya kesepakatan antara Indonesia dan Australia bahwa 

kejahatan lintas batas perluh ditangani bersama. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui alasan dari penegak hukum semakin sering bekerja sama 

melawan kejahatan.  
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Penelitian kedua dilakukan oleh Cristien Amada, Veriena Rehatta dan 

Richard Waas (Amanda et al., 2021). Peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode yuridis normative untuk melihat kedudukan ICPO 

dalam kerja sama ekstradisi sesaui dengan hukum. Sumber yang berasal dari 

buku, jurnal, dan literatur (data sekunder) adalah data yang digunakan dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum internasional 

sebagai konsep dalam menganalisis jalanya ekstradisi Adrian Kiki dan untuk 

menjelaskan posisi ICPO dalam perjanjian ekstradisi. Adapun tujuan dari 

dilakukanya penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji Pelaksanaan 

Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Australia serta posisi ICPO dalam 

ekstradisi.  

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yana Fitria (Fitria, 2021). Penelitian 

milik Yana menetapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memberikan 

gambaran mekanisme NCB Interpol dalam ekstradisi tersangka kasus korupsi. 

Data yang digunakan berasal dari sumber primer, yaitu wawancara, dan sumber 

sekunder yang meliputi dokumen, literatur, serta buku terkait. Penelitian ini 

menggunakan konsep hubungan internasional dan hukum internasional untuk 

melihat interaksi dan hukum universal yang digunakan dalam proses ekstradisi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ekstradisi diterapkan di 

Inonesia dan fungsi NCB Interpol  

    Penelitian keempat dilakukan oleh Jan Marinka (Maringka, 2017). Untuk 

menggambarkan seberapa efektif hukum ekstradisi di Indonesia, penelitian ini 

menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Data yang digunakan peneliti 

berasal dari buku, dokumen, dan jurnal. Penelitian ini menggunakan konsep 

hukum internasional dalam melihat penerapan sistem hukum ekstradisi yang 

sudah diratifikasi di ke dalam hukum indonesia. Tujuan dari penelitian ini 

mengetahui sejauh mana hukum ekstradisi sudah di anut di Indonesia dan 

penerapanya dalam sebuah sistem hukum. 

Penelitian kelima dilakukan oleh Nurlely Darwis (Darwis, 2014). 

Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan penelitian sebelumnya 

guna memperlihatkan gambaran UUD ekstradisi Indonesia diterapkan pada 

pelaku kejahatan lintas batas. Adapun sumber data yang digunakan peneliti 
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merupakan data sekunder yang berasal dari buku jurnal dan undang-undang. 

Dalam penelitianya Darwis menggunakan konsep efektivitas hukum dan hukum 

ekstradisi dalam mengkaji ekstradisi dari segi hukum dan prosesnya. Maksud 

penelitian ini untuk memperdalam pemahaman dalam proses penerapan undang 

undang ekstradisi pada kasus Hendra Raharja 

1.3 Rumusan Masalah 

Diimplementasikanya hukum ekstradisi tentu saja mempermudah proses 

pemulangan pelaku kejahatan dan membawa hal positif bagi para penegak 

hukum seperti AFP dan Divhubinter Polri. Akan tetapi dalam implementasinya 

adanya kendala kepatuhan negara atas asas ekstradisi dan ketidaksepakatan 

interpretasi hukum yang dipengaruhi kepentingan nasional menjadi suatu 

permasalahan dalam proses ekstradisi. Hal ini mengakibatkan timbulnya 

ketengangan diplomatik antara Indonesia dan Australia yang berpotensi 

berperngaruh terhadap perjanjian ekstradisi dan kerja sama selanjutnya yaitu 

Samuel Kuppo. Dari adanya gap di atas memunculkan pertanyaan “Bagaimana 

kerja sama AFP dengan DIVHUBINTER POLRI dalam Ekstradisi Samuel 

Pekka Juhani Kuppo?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu mendeskripsikan proses ekstradisi 

Samuel Kuppo, mengidentifikasi peran dan fungsi dari anggota Interpol yaitu 

AFP dan Divhubinter, dan menganalisis dinamika kerja sama yang terjadi 

dalam proses ekstradisi khususnya dalam konteks hubungan antar negara. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berlandaskan sasaran penelitian yang hendak dituju, diharapkan penelitian 

membawa sejumlah kegunaan, antara lain:  

1. Secara akademis 

Penelitian ini berpotensi untuk sanggup membagikan donasi ilmiah teruntuk 

ilmu pengetahuan hubungan internasional khususnya mengenai proses kerja 
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sama antara anggota Interpol negara Indonesia dan Australia dan menjadi 

sarana pustaka bagi peneliti yang ingin meneliti tentang NCB dalam 

ekstradisi. 

2. Secara praktis 

Pada konteks ini, diharapkan mampu memberi wawasan pengetahuan 

tentang Hubungan Inernasional khususnya pada bidang hukum 

internasional dan kerja sama. Peneliti juga berharap hasil dari penelitian 

mampu materi tambahan bagi pembaca. 

 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

Bab ini berisi landasan konseptual yang dipilih oleh penulis. Konsep tersebut terdiri 

dari kerja sama internasional dan intergovermental organization mana akan 

menjadi kacamata peneliti. Dalam melihat kerja sama Divhubinter Polri dan AFP 

melalui Interpol peneliti memberikan gambaran berupa kerangka pemikiran guna 

mempermudah pembaca dalam memahami penelitian. 

2.1 Landasan Konseptual 

Konsep yang digunakan peneliti dalam melihat sebuah peristiwa menjadi bahan 

bagi peneliti dalam merangkai sebuah penelitian. Adapun konsep yang 

digunakan oleh peneliti yaitu Kerja Sama Internasional sebagai acuan 

internasional yang mengatur segala ketentuan hubungan negara. 

Intergovermental Organization yang digunakan untuk menganalisis organisasi 

pemerintah di bidang keamanan khususnya Interpol dalam peranya sebagai 

wadah kerja sama antar kepolisian nasional.  

2.2.1 Kerja Sama Internasional 

Perkembangan global kearah yang modern membuat adanya integrasi antara 

negara-negara. Hal ini membuat istilah “kerja sama internasional” telah 

memiliki pengaruh ke semua bidang mulai dari perdagangan, keuangan 

hingga keamanan, lingkungan, pendidikan dan kesehatan. Banyaknya aspek 

dari kerja sama internasional menjadi agenda diplomatik bagi negara dalam 

pemenuhan kebutuhanya. Aspek-aspek tersebut dibagi menjadi High politic 

yang biasanya bersangkutan dengan isu keamanan dan low politic yang 

bersangkutan dengan isu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Sato, 2010). 

Kaveli Holsti dalam buku A Pioneer in International Relations Theory, 
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Foreign Policy Analysis, History of International Order, and Security Studies 

mengatakan bahwa: 

“Masyarakat internasional ada ketika muncul sekelompok negara yang 

memiliki kesadaran akan kepentingan dan nilai bersama terikat oleh 

seperangkat aturan yang memberikan paduan tentang perilaku yang 

disebut hukum internasional yang pada akhirnya dikonvensi menjadi 

hukum negaranya melalui dialog dan tindakan mereka yang 

menunjukan kepatuhan atas  suatu aturan (Holsti, 2016).” 

Kerja sama menjadi keharusan bagi sebuah negara demi menjaga 

eksistensi di kancah internasional guna menjaga kestabilan, keamanan dan 

kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut (Rana, 2002). Kerja sama 

internasional sendiri merupakan sebuah keadaan dimana pihak pihak yang 

memiliki kekurangan, sepakat untuk menghasilkan keuntungan kolektif satu 

sama lain, untuk lebih spesifik Zartman dan Toufal menyebutkan bahwa 

keuntungan yang di dapat dari sebuah kerja sama tidak harus berupa materi 

melainkan keamanan dan status menjadi salah satu hasil dari kerja sama 

(Zartman & Touval, 2010). 

Adanya globalisasi membuat kejahatan transnasional semakin 

berkembang karenanya keamanan menjadi suatu aspek yang penting bagi 

negara-negara (Reichel & Albanese, 2014).  Kerja sama internasional di 

bidang keamanan menjadi solusi bagi negara dalam memberantas kejahatan 

transnasional (POLRI, 2012). Kerja sama internasional keamanan sendiri 

didefinisikan sebagai interaksi antara para penegak hukum untuk membangun 

kepentingan keamanan, mengembangkan kemampuan bersama, 

meningkatkan pertukaran informasi, dan peningkatan program pelatihan 

antara penegak hukum (Zaccor, 2005). Kerja sama keamanan bisa simpulkan 

sebagai bantuan yang diberikan kepada penegak hukum dari negara lain untuk 

menunjang tujuan pertahanan, keamanan, serta kepentingan dalam dan luar 

negeri (Zaccor, 2005).  

Dalam pandangan liberalisme tentang kerja sama adanya institusi 

memainkan peran penting dalam sebuah kerja sama internasional karena 

membawa tujuan dan kepentingan negara (Dai, 2017). Pandangan ini juga 
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berpendapat bahwa sebuah kerja sama akan tetap terjadi meski dalam kondisi 

yang sulit atau tidak memunkinkan (Dai, 2017).  

Faktor utama kerja sama di bahas dalam buku Cooperation under 

Anarchy yang ditulis oleh Kenneth Oye menjelaskan bagaimana sebuah kerja 

sama dapat terbentuk dengan menggunakan analogi permainan. Salah satu 

penjelasanya adalah “Chiken Game” yang merupakan analogi permainan 

yang digunakan dalam melihat kerja sama pada kondisi krisis atau sedang 

terjadi ketengangan antar negara. Permainan ini di analogikan seperti kedua 

orang yang sama-sama membawa sebuah mobil yang searah untuk 

menunjukan keberanian dari masing-masing orang, di saat kedua mobil sudah 

berdekatan masing-masing pengendara akan memunculkan dilema jika tidak 

ada yang mengalah maka akan sama-sama terbunuh dan siapapun yang 

mengalah akan di cap sebagai ayam dan menguntungkan pihak lain, 

sedangkan jika keduanya sama-sama mengalah maka tidak menghasilkan 

keuntungan apa pun. Permainan ayam pada intinya merupakan sebuah proses 

pengambilan keputusan yang didalamnya diwarnai dengan konflik 

kepentingan dan potensi kerugian bersama (Stone, 2014).  

 Dalam permainan ayam 3 elemen kunci yang menjadi esensi analogi ini 

yaitu jumlah pemain, struktur hasil, dan iterasi/pengulangan permainan 

dengan penjelasan yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa tema yang 

terdiri dari (Dai, 2017);  

a. Resiprositas dan Reputasi  

Resiprositas dalam kerja sama internasional di analogikan dengan kata “tit-

for-tat” yang memiliki arti jika kalian mau bekerja sama dengan saya maka 

saya juga mau bekerja sama dengan anda di masa yang akan datang dan 

sebaliknya jika kamu tidak mau bekerja sama dengan saya maka saya juga 

tidak mau bekerja sama dengan kamu di masa depan (Dai, 2017). Sedangkan 

untuk reputasi memiliki fungsi untuk melihat apakah suatu aktor dapat di ajak 

untuk bekerja sama atau di cap sebagai pembelot oleh sebab itu negara akan 

berusaha untuk memberikan reputasi terbaiknya karena dampak yang 

diberikan oleh reputasi akan mempengaruhi hasil dari kerja sama (Dai, 2017). 
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b. Pengaturan Strategis 

Menurut Snidal Adanya pengaturan strategis yang berbeda membuat 

kemungkinan variasi dari sebuah kerja sama, sehingga dalam sebuah kerja 

sama internasional negara  yang terlibat di harapkan agar memeperhatikan 

peraturan strategis dan dimensi kunci dari kerja sama, seperti jumlah strategi, 

jumlah iterasi, jumlah pemain dan distribusi kekuasaan (Dai, 2017). Dari 

adanya fakor tersbebut akan menghasilkan dampak yang berbeda mengenai 

institusionalisasi, stabilitas politik internasional, dan adaptasi lembaga dalam 

sistem internasional (Dai, 2017). Contohnya saja ketika membahas 

kepentingan bersama yang pada prosesnya memerluhkan lembaga 

internasional, yang dalam proses tersebut lembaga internasional  digunakan 

untuk memberikan sebuah informasi yang di inginkan oleh negara sehingga 

meminimalisir adanya tindakan pengkhianatan dari apa yang sudah di 

sepakati (Dai, 2017). 

c. Keuntungan Relatif 

Masalah keuntungan relatif Waltz berpendapat bahwa “dalam pandangan 

liberalisme sebuah negara tidak mengincar keuntungan absolut melainkan 

mengincar keuntungan relatif dengan berusaha memaksimalkan suatu 

keungulanya” (Dai, 2017). Dengan demikian sebuah kerja sama tidak akan 

terhambat jika suatu negara mengincar dan mempertimbangkan soal 

keuntungan relative (Dai, 2017). 

d. Jumlah Aktor 

Dalam kerja sama internasional masing-masing aktor akan mengincar 

keuntungan kolektif dari sebuah public goods (Dai, 2017). Istilah public 

goods sendiri mengacu kepada sesuatu berupa barang, jasa, ataupun sumber 

daya yang tersedia untuk semua orang (“Global Public Goods,” 2002). Dari 

adanya public goods disini membuat tidak adanya ekslusifitas terhadapnya 

sehingga memperkecil diperolehnya keuntungan relatif antara aktor sehingga 

disarankan oleh para ahli untuk mengurangi jumlah aktor, jika hal tersebut 

tidak mampu dilakukan maka keuntungan kolektif tetap dapat terpenuhi 

dengan cara mengatur strategi dan informasi sebaik mungkin (Dai, 2017). 
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e. Politik Domestik 

Kerja sama internasional sangat dipengaruhi oleh politik domestik dengan 

negara sebagai aktornya yang unitary sehingga dalam mengambil suatu 

keputusan akan rasional dalam memaksimalkan kepentingan di tingkat 

nasional (Dai, 2017). Oleh sebab itu dalam teori liberalisme mengklaim 

bahwa politik domestik akan mempengaruhi kerja sama internasional karena 

adanya kendala politik yang berpotensi mengagalkan sebuah proses negosiasi, 

hasil kesepakatan, dan kepatuhan dalam kerja sama (Dai, 2017).   

Dalam urusan negara bidang keamanan menjadi barang publik dan 

menjadi prioritas dalam pandangan liberalisme tentang kerja sama sehingga 

negara akan melakukan sebuah kerja sama guna mengamankan prioritasnya 

tersebut. Alasan ini yang membuat penulis memilih menggunakan konsep 

kerja sama internasional dalam melihat Indonesia dan Australia yang 

melakukan kerja sama di bidang hukum dan keamanan. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan konsep kerja sama internasional dengan kacamata 

liberalisme sebagai pisau analisis guna melihat bagaimana penerapan kerja 

sama Indonesia dan Australia di bidang ekstradisi.  

2.2.2 Intergovermental Organization 

IGO merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. IGO adalah 

sebuah lembaga yang dikategorikan sebagai organisasi internasional dengan 

pemerintah sebagai pendirinya. Lahirnya lembaga pemerintah ini 

dilatarbelakangi adanya keinginan dari negara untuk menuangkan 

kepentingan nasional, menginisiasi perjanjian internasional, dan wadah dalam 

menghadapi masalah bersama (Wilkinson, 2007). Konsep tentang IGO 

memiliki dua dimensi analisis utama yaitu (Wilkinson, 2007). :   

1. IGO memiliki ruang lingkup variatif yang artinya banyak isu yang bisa 

dimasuki IGO.   

2. IGO memiliki pengaruh, artinya dengan banyaknya dimensi dari IGO 

pengaruhnya ke negara dan non negara akan meluas.   

Pandangan liberal mengatakan bahwa “dalam kerja sama internasional 

negara sebagai aktor yang rasional akan menggunakan lembaga internasional 
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dalam mempromosikan kerja sama (Dai, 2017)”. Klaim tersebut juga di 

perkuat dengan bagaiamana sebuah lembaga ada bukan hanya sebagai sebuah 

wadah dalam kerja sama melainkan aktor yang terlibat dalam kerja sama (Dai, 

2017). Oleh sebab itu dengan adanya IGO dapat mendorong kerja sama di 

segala bidang yang mengakibatkan situasi interaksi yang berkepanjangan dan 

berulang. 

Dari alasan di atas para pakar berpendapat bahwa “aktor non negara 

yang salah satunya adalah IGO dapat mempengaruhi dan merubah politik 

internasional (O’Neill et al., 2004)”. Sebagai organisasi pemerintah yang 

manaungi urusan internasional fungsi utama dari IGO adalah menjadi 

fasilitator dalam kerja sama adalah sebagai berikut (Berg, 2009); 

a. Menegakan Aturan 

Sebagai sebuah lembaga internasional aturan yang sudah disepakati oleh 

negara seperti hukum internasional menjadi pendoman yang harus dipatuhi 

oleh negara dan disinilah IGO memainkan peran yaitu mengadili dan 

mewakili tindakan dari sebuah negara (Dai, 2017). Efek dari tindakan 

tersebut membuat negara dapat merubah perilakunya ke arah yang lebih 

koperatif, namun perluh diketahui bahwa peran dari IGO hanya sebatas 

penegakan aturan saja dan tidak memiliki kemampuan untuk memeberikan 

sanksi secara langsung (Dai, 2017).  

b. Menyelesaikan Konflik atau Permasalahan 

Dalam kerja sama internasional menurut pandangan neoliberalisme salah 

satu asumsinya adalah kerja sama diperuntuhkan untuk memperoleh 

kepentingan kolektif (Dai, 2017). Cara yang digunakan untuk mencapai 

tujuan tersebut adalah dengan dibuatnya IGO yang digunakan untuk 

mempromosikan, meningkatkan dan memperbaiki masalah terkait  

kepentingan kolektif dari negara di berbagai bidang (Dai, 2017).   

 

c. Menyediakan barang kolektif 

Dalam kerja sama internasional barang kolektif menjadi tujuan dari negara 

karena akan menguntungkan (Dai, 2017). Dengan adanya IGO perolehan 
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akan barang publik akan efektif karena perannya yang kedinamisan dalam 

ruang lingkup dan variasi bidang (Dai, 2017).  

 

d. Menjadi Pengelola dan Penyebar Informasi 

Kerja sama internasional dalam asumsi liberal tidak luput dari adanya 

konflik sehingga dibutuhkan lembaga internasional yang bisa memberikan 

informasi guna memberikan arah keputusan sebuah negara (Dai, 2017). 

Informasi yang didapatkan dari sebuah IGO sangat penting karena dapat 

merubah perilaku dari negara (Dai, 2017). 

Setiap IGO berbeda sesuai fungsi dan tujuannya masing-masing 

sehingga dalam perkembangan IGO sebagai fasilitator lembaga pemerintah 

ini memiliki peran yang lebih  besar bukan hanya sebagai penegak aturan, 

penegak prinsip dan penyedia forum, namun ada beberapa IGO yang memiliki 

peran lebih besar dalam seperti, berwenang dalam membuat peraturan yang 

mempengaruhi undang undang (Berg, 2009). Banyak yang berpendapat IGO 

hanya sebuah wadah untuk negara anggota, akan tetapi banyak juga IGO yang 

independen dan tetap menjalani fungsinya sebagai IGO tanpa terpengaruh 

dengan negara (Berg, 2009).  

Kejahatan di seluruh dunia semakin meningkat sehingga dalam hal ini 

para penengak hukum di masing-masing negara mengalami masalah yang 

sama ketika harus berhadapan dengan kaburnya pelaku kejahatan ke negara 

lain, oleh karena itu dibutuhkan adanya kerja sama sehingga penengakan 

hukum tanpa melanggar batas yuridis bisa dijalankan dengan salah satu cara 

mengatasinya adalah dengan bergabung ke sebuah organisasi yang 

mempunyai permasalahan dan tujuan yang sejalan yaitu Interpol (POLRI, 

2012). Sebagai salah satu organisasi pemerintah tentu saja Interpol memiliki 

tujuan dan kepentingan dari masing-masing negara anggota seperti 

Divhubinter Polri dari Indonesia dan AFP dari Australia (Wilkinson, 2007). 

Dalam melihat kasus ini penulis menggunakan konsep Intergovermental 

Organization sebagai pisau analisis karena memiliki keterkaitan dengan 

konsep kerja sama internasional yang digunakan penulis. Konsep ini 
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ditujukan untuk melihat peran AFP dan Divhubinter Polri sebagai institusi 

dalam sebuah kerja sama internasional 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Pada tanggal 6 Maret 2015 peradilan Australia mengeluarkan surat pernyataan 

bersalah dan penangkapan terhadap pelaku bernama Samuel Pekka Juhani 

Kuuppo atas tindakan kejahatan penetrasi seksual terhadap korban yang 

bernama Kirsti Maria Tiinanen. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Interpol 

Australia ditemukan bahwa pelaku atas kode kuppo melakukan perjalan ke Bali, 

Indonesia. Kepolisian Australia yang mengetahui hal tersebut kemudian 

mengirimkan surat ke Divisi hubungan internasional kepolisian Indonesia 

dengan permintaan pencarian, penahanan, dan ekstradisi terhadap pelaku. 

Adanya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Australia mempermudah Interpol 

Interpol dalam membuat kerja sama antar penengak hukum tanpa perluh 

melintasi batas yuridis negara. Akan tetapi, syarat adanya ekstradisi adalah 

sudah adanya perjanjian ekstradisi atau terjalinya hubungan yang baik antara 

kedua negara, di sisi lain hubungan Indonesia dan Australia memburuk karena 

kegagalan ekstradisi dari kasus duo bali nine. Oleh karena itu perluh diliat 

bagaimana kerja sama antara AFP dan Divhubinter Polri melalui Interpol dalam 

ekstradisi Kuppo dengan menggunakan dua pendekatan yaitu kerja sama 

internasional dan intergovernmental organization. 
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

 

Kerja sama Divhubinter Polri dan AFP 

melalui Interpol dalam kasus Samuel 

Kuppo  

Peradilan Australia mengeluarkan 

surat penangkapan dan ekstradisi 

Samuel Pekka Juhani Kuuppo yang 

melarikan diri ke Indonesia 

Intergovermental 

Organization  

• Penegak Aturan 

• Menyelesaikan Konflik 

• Menyediakan Barang 

Kolektif 

• Pengelola dan Penyebar 

Informasi 

Sudah adanya Perjanjian Ekstradisi membuat proses 

kerja sama akan semakin mudah dan efektif 

International Cooperation 

• Resiprositas dan 

Reputasi 

• Pengaturan Strategis 

• Keuntungan Relatif 

• Jumblah Aktor 

• Politik Domesitik 

Penerapan perjanjian ekstradisi belum efektif di tambah 

terjadi ketegangan diplomatik antara Indonesia dan 

Australia yang di akibat gagalnya ekstradisi  



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan apa yang peneliti lakukan untuk melakukan 

penelitian ini. Ini mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data yang 

digunakan, teknik pengumpulan data, tingkat dan unit analisis, dan teknik analisis 

data. Metode kualitatif deskriptif diadopsi dalam penelitian ini, dengan perhatian 

khusus pada kolaborasi antara Divhubinter Polri dan AFP melalui Interpol dalam 

kasus Kuppo. Data sekunder dijadikan sebagai sumber acuan data dalam penelitian. 

Data yang terkumpul selanjutnya dikategorikan sesuai dengan unit dan level 

analisis yang ditentukan. Untuk menganalisis data yang telah dihimpun, diterapkan 

metode Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi. 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam studi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan 

analisis deskriptif untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh 

fenomena yang sedang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk 

menginterpretasi konteks, makna, dan pemahaman yang terkandung dalam data 

yang diperoleh. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian 

yang berusaha memberikan persepsi lebih dalam dan detail pada suatu 

fenomena. Adapun elemen yang harus dipenuhi dalam penelitian kualitatif yaitu 

kevaliditan sebuah data, oleh karena itu data yang dipakai bersumber dari data 

primer (data langsung seperti wawancara dan observasi) atau dari data sekunder 

(data yang bersumber dari buku, jurnal, dan data internet yang valid (Miles & 

Huberman, 2014). 

Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang menerapkan penjelesan 

menggunakan kata dalam realisasinya ketimbang angka (Bryman, 2012). Oleh 



21 

 

 

 

karena itu metode ini merupakan metode yang cocok digunakan peneliti dalam 

meneliti kerja sama Divhubinter Polri dan AFP melalui Interpol. Adapun 

beberapa tahapan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 

kuantitatif menurut Alan Bryman sebagai berikut (Bryman, 2012); 

a) General research question atau pertanyaan penelitian umum merupakan 

tahapan utama dalam penelitian. Dalam tahapan ini peneliti akan 

menemukan jaring-jaring pertanyaan terkait kerja sama Divhubinter Polri 

dan AFP melalui Interpol guna menjadi acuan dalam memulai sebuah 

penelitian.  

b) Selection of relevant site(s) and subjects atau menemukan situs dan subjek 

yang relevan. Tahap kedua ini peneliti akan memberi batas penelitian dari 

sebuah penelitian yaitu di Indonesia dengan subjek Divhubinter Polri, 

AFP, dan Interpol agar tidak adanya kesalahan penelitian seperti 

overgeneralisasi. oleh karena itu diperluhkan adanya ketepatan dalam 

memilih lokasi dan subjek. 

c) Collection of relevant data atau mengumpulkan data yang relevan. Dalam 

tahap ini peneliti memperoleh data dari sumber primer seperti wawancara 

pada narasumber dan data sekunder berupa dokumen kasus ekstradisi 

Kuppo, jurnal yang terkait, website resmi baik itu Divhubinter Polri, AFP, 

dan Interpol. Data menjadi instrumen yang penting, karena data 

digunakan sebagai penguat dalam sebuah hipotesis atau analisis. Oleh 

karena itu penting bagi peneliti untuk menggunakan data yang kuat dan 

relevan seperti wawancara dan dokumen resmi. 

d) Interpretation of data adalah sebuah proses ini peneliti pengolahan dan 

memilah data yang sudah dikumpulkan.  

e) Conceptual and theoretical work merupakan proses dimana peneliti 

penyatuan antara data yang yang telah di interpretasi ke teori yang sudah 

dipilih oleh peneliti yang dalam hal ini IGO dan Kerja sama Internasional. 

Di proses ini peneliti akan melakukan spesifikasi pertanyaan penelitian 

dan melakukan pencarian data pembantu jika dinilai data yang ditemukan 

kurang.  
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f) Writing up findings/conclusions merupakan tahapan terakhir dimana 

peneliti memaparkan hasil penelitian terkait kerja sama Divhubinter Polri 

dan AFP melalui Interpol setelah melewati beberapa tahapan di atas. 

Dalam tahap ini juga peneliti diwajibkan untuk memberikan sebuah 

kesimpulan atau temuan yang menyakinkan pembaca. 

 

3.2 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian menetapkan batasan spesifik terhadap objek dan aspek yang 

akan diteliti. Hal ini berfungsi untuk memastikan data yang diperoleh dapat 

dikumpulkan, diproses, dianalisis, dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah 

yang telah ditentukan, memungkinkan penelitian untuk dilaksanakan secara 

terstruktur dan sistematis. Penelitian ini difokuskan pada analisis kerja sama 

antara Divhubinter Polri dan AFP melalui Interpol dalam ekstradisi Samuel 

Pekka Juhani Kuuppo. Alasan dipilihnya topik tersebut dikarenakan pada 

periode kasus tersebut hubungan Indonesia dan Australia sedang buruk karena 

gagalnya ekstradisi duo bali nine. Hal tersebut tetntunya akan sangat 

berpengaruh terhadap proses kerja sama ekstradisi berikutnya yaitu kasus 

Kuppo.   

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Data sekunder yang dikumpulkan secara langsung dari pihak pertama peneliti 

ketika peneliti melakukan kegiatan magang di Divhubinter Polri dalam proses 

penyusunan. Data tersebut kemudian dideskripsikan oleh peneliti dengan 

kacamata konsep dan teori yang telah dipilih guna membedah kerja sama 

Divhubinter Polri dan AFP yang menjadi fokus penelitian. Data sekunder yang 

peneliti gunakan diambil melalui buku, jurnal ilmiah, surat keterangan, arsip 

dokumentasi yang berasal dari arsip Divhubinter selain itu penulis juga 

menggunakan data yang berasal dari situs laman resmi yang terkait seperti 

Interpol.go.id. dan afp.gov.au. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi 

tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, dilakukan melalui 

penelitian literatur atau kepustakaan, yang juga menggunakan data sekunder. 

Data sekunder tersebut berasal dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, 

artikel, sertifikat, dokumen, dan sumber lain yang relevan dengan topik 

penelitian. Disisi lain penelitian ini juga menggunakan internet research, yaitu 

mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian melalui sarana internet. 

Tujuan utama teknik ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan utama 

yang akan dijadikan pusat fokus dalam penelitian 

3.5 Level dan Unit Analisis Penelitian  

Level dan unit analisis merupakan sebuah sebuah proses pengelompokan dari 

suatu penelitian guna membatasi kajian terhadap ruang lingkup dari penelitian. 

Unit analisis merupakan sebuah kemungkinan atau deskripsi dari sebuah 

penelitian (variabel dependen), sedangkan unit eksplanasi adalah hal yang 

mempengaruhi unit analisis (variabel interdependen).  

 

Tabel 1. Level dan Unit Analisis Penelitian 

Tingkat Analisis: State Level 

Unit Analisis Unit Eksplanasi 

Kerja sama Divhubinter Polri-Interpol-

AFP dalam ekstradisi Kuppo 

Ekstradisi Samuel Pekka Juhani 

Kuppo  

Sumber: Analisis Penulis, 2023 

3.6 Teknik Analisis data 

Peneliti merujuk pada teknik analisis dari Miles dan Hubermen diantaranya 

(Miles & Huberman, 2014): 

1) Reduksi data  

Dari data yang diperoleh oleh peneliti melalui dokumen, jurnal, dan internet 

serta hasil wawancara kemudian perluh adanya tahapan reduksi data dimana 

informasi yang diperoleh disaring kembali dengan hasil rangkuman berupa 

intisari sebuah informasi. Kemudian setelah menyaring informasi tahapan 

selanjutnya adalah memilih informasi mana yang bisa digunakan oleh 
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peneliti dalam melihat kerja sama antar kepolisian nasional melalui Interpol 

dengan tujuan agar informasi yang tidak berguna akan terpisah dengan data 

penelitian.  

2) Penyajian data 

Merupakan hasil dari pengumpulan kerangka informasi dari tahap reduksi 

sehingga memiliki sebuah hipotesis. Hal ini biasanya ditemukan 

dipenelitian kualitatif yang rata-rata berisi narasi. Penyajian data berguna 

untuk merangkum semua data atau informasi yang berhubungan dengan 

kerja sama Divhubinter Polri dan AFP melalui Interpol yang kemudian 

disederhanakan agar peneliti dapat mengelompokan data tersebut. 

3) Kesimpulan atau verifikasi 

Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Dalam 

proses ini peneliti menarik peryataan penelitian dari hasil data yang telah 

dikumpulkan melalui proses sebelumnya. 

 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Australia dan Indonesia telah membangun hubungan bilateral yang kuat sejak 

Indonesia merdeka, dengan hubungnan resmi yang terjalin pada tahun 1949. 

Hubungan ini termasuk perjanjian ekstradisi yang ditandatangani pada tanggal 

22 April 1992 dan diratifikasi melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1994 

sebagai realisasi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. 

Perjanjian ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk bekerja sama lebih 

erat dalam proses penegakan hukum dan memberantas kejahatan, dengan tujuan 

utama untuk menghalangi pelaku kejahatan dari mengelak proses hukum dan 

hukuman yang berlaku.  

Dari hasil kerja sama antara anggota Interpol Indonesia Divhubinter Polri 

dan Interpol Australia AFP dalam penanganan kasus ekstradisi kejahatan 

seksual Samuel Kuppo dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: 1) Pra ekstradisi 

dimulai dari menghimpun informasi tentang keberadaan pelaku kejahatan yang 

dicari, 2) Proses ekstradisi, di mana negara peminta segera mengajukan 

permintaan ekstradisi melalui jalur diplomatik kepada Divhubinter Polri dan 

lembaga yang terlibat, 3) Pelaksanaan ekstradisi, dimana Divhubinter Polri 

melakukan pengawalan dan penyerahan pelaku termasuk barang bukti yang 

disita. Didalam sebuah ekstradisi Divhubinter Polri memiliki banyak peran 

dalam proses kerja saman ekstradisinya meliputi: 

1) Permintaan Pencarian dan Penangkapan: Berdasarkan permintaan dari 

negara lain yang disampaikan melalui saluran diplomatik atau NCB-

Interpol, Divhubinter Polri meminta penyidik untuk melakukan pencarian, 

penangkapan, dan penahanan terhadap tersangka atau terpidana; 
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2) Penyampaian Informasi: Negara peminta dan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia menerima informasi tentang penangkapan dan penahanan 

dari divhubinter polri; 

3) Pemantauan dan Pelaporan: Divhubinter Polri memantau dan melaporkan 

perkembangan proses ekstradisi kepada Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan Australian Federal Police; 

4) Pertimbangan Keputusan Ekstradisi: Mewakili Kapolri, Divhubinter Polri 

memberikan pertimbangan bersama dengan Kemenkumham, Kementerian 

Luar Negeri, dan Kejaksaan Agung dalam pembuatan Keputusan Presiden 

tentang ekstradisi; 

5) Proses Pemulangan: Divhubinter Polri mengkoordinasikan proses 

pemulangan pelaku kejahatan ke negara asalnya. 

Secara teori sebuah kerja sama ekstradisi pasti akan mengalami kendala 

kendala seperti perbedaan hukum, kepentingan nasional, waktu dan anggaran. 

Dalam kasus ini esktradisi Samuel Kuppo berhasil dijalankan dengan baik 

tetapi, tetap saja halangan berupa masalah waktu masih menajadi titik yang 

harus diperbaiki. Adanya dinamika dalam antara Indonesia dan Australia dapat 

dilihat seperti “Chiken Game” dalam dinamika ini Indonesia dan Australia sama 

sama tidak mau mengalah dan memegang kepentingan nasional dalam kasus 

“Bali Nine”. Dari kasus tersebut pun bisa disimpulkan bahwa segala upaya dan 

strategi yang dilakukan oleh Australia tidak membuahkan hasil apapun dan 

bahkan berpotensi merusak hubungannya dengan Indonesia melihat adanya 

kerugian besar jika hubungan dengan Indonesia rusak maka Australia 

memutuskan untuk mengalah dan memperbaiki hubungan dengan Indonesia 

yang dilakukan melalui perjanjian ekstradisi dengan berusaha memulangkan 

Samuel Kuppo. 

Kerja sama ekstradisi ini juga memunculkan asas “tit for tat” dalam 

sebuah kerja sama ekstradisi antara Indonesia dan Australia dengan hasil tujuh 

kali adanya kerja sama ekstradisi, selain itu kerja sama ekstradisi Samuel Kuppo 

ditujukan untuk memperbaiki reputasi yang rusak. Adanya surat diplomatik dari 

Mentri Kehakiman Australia Michael Fayat yang sangat ingin ekstradisi Samuel 

Kuppo dilaksanakan merupakan strategi yang digunakan oleh Ausralia dalam 
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melakukan kerja sama kembali dengan Indonesia. Indonesia dan Australia yang 

sama-sama mengincar keuntungan relatif dengan bersifaat kooperatif dalam 

kerja sama Samuel Kuppo agar keuntungan yang didapat dari perjanjian 

ekstradisi tidak hilang seperti kegagalan kerja sama yang pernah terjadi 

sebelumnya. Selain itu adanya politik domestik kedua negara idealnya 

mempengaruhi sebuah kerja sama antara kedua negara terlebih lagi ketika 

kondisinya sedang tidak baik seperti Indonesia dan Australia, tetapi demi 

memaksimalkan kepentingan nasional di tingkat internasional pertimbangan 

akan adanya kerja sama kembali dalam kasus Kuppo dilakukan untuk 

mengamankan kepentingan nasional negara di tingkat global. 

Dengan adanya kerja sama ekstradisi Samuel Kuppo juga memperlihatkan 

fungsi dan peran utama dari IGO Interpol yang tetap bersifaat kooperatif dengan 

tetap menerima dan menjalankan permintaan dari sesama anggota dan 

mengeyampingkan perselisihan politik demi menegakan perjanjian ekstradisi 

dan konstitusi Interpol. Dengan adanya tindakan kooperatif dari para NCB ini 

membuat Interpol dapat menyelesaikan konflik yang ada di antara kedua negara 

yang diwakilinya pun bisa diselesaikan juga dengan cara kerja sama. Dalam 

kasus ini NCB kedua belah negara memiliki banyak fungsi seperti menjadi 

wadah dan aktor yang bekerja sama dalam mencari dan mengesktradisi Kuppo. 

Lancarnya  kegiatan pencarian buronan tidak lepas dari peran database bersama 

yaitu I-24/7 sehingga pertukaran informasi dan percepatan penanganan 

kejahatan akan lebih efesien.       

 

5.2 Saran  

Dalam menganalisis kerja sama antara anggota Interpol Indonesia dan Australia 

dalam penanganan kasus ekstradisi kejahatan seksual Samuel Kuppo, penulis 

menyarankan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas proses 

ekstradisi: 

1. Penting agar perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia dapat 

memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kerja sama dalam 

penegakan hukum serta pemberantasan kejahatan. Perjanjian ini seharusnya 

memfasilitasi pemenuhan tuntutan keadilan dan mengurangi risiko kerugian 
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dari pelarian tersangka, terdakwa, atau terpidana, terutama dalam kasus 

kejahatan seksual Samuel Kuppo. 

2. Pemerintah Indonesia dan Australia harus berupaya meningkatkan efisiensi 

kerja sama ekstradisi dengan menghindari konflik kepentingan yang bisa 

merusak hubungan bilateral. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan 

proses ekstradisi dan memastikan pelaku kejahatan yang melarikan diri 

dapat segera menjalani hukuman yang sesuai. 

3. Pengaturan hukum nasional dan internasional antara Indonesia dan 

Australia perlu diperjelas dan disesuaikan untuk memastikan pelaksanaan 

ekstradisi berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Ini bertujuan 

untuk memudahkan dan mempercepat proses ekstradisi, sehingga kejahatan 

dapat ditangani lebih efektif. 
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